KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

. Undang-undang Nor 14 Tahun 008 tenng Keterbukan Informasi
Publik

. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

0N s

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar|
Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum)
Kabupaten/Kota

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman|
Nomor 197 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Padang Pariaman

SOP Permintaan Informasi Publik

Nomor SOP 7 Tahun 2025

Tanggal Pembuatan 3 Januari 2025

ITanggal Revisi -

Tanggal Efektif 3_Januari 2025 -

Disahkan oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

Nama SOP . Pengujian Informasi Publik

Minimal SMA/Sederajat
Memahami Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
Memiliki kemampuan memahami pedoman pengelolaan layanan informasi

Menguasai komputer

Lemba Kerj dan Rencana Kerja ;

SOP Pengumuman Informasi Publik

Term Of Reference

SOP Pengajuan Keberatan Informasi Publik
SOP Maklumat Pelayanan Informasi Publik

Alat Tulis Kantor
Komputer

SOP ini berpegaruh terhadap elaksnan SOP Iannya. Apabila SOP ini
tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat
dipertanggungjawabkanoleh instansi

Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy

Jaringan Internet




PPID berkoordinasi dengan PPID Pelaksana tentang

a. DIDP atau

10 (sepuluh) hari

Hasil Kajian

Pengujian Konsekuensi Informasi Publik.Pengujian Permohonan kerja setelah DIDP  |konsekuensi PPID
Kansekuensi Informasi Publik dapat dilakukan : a) Sebelum Informasi Publik yang |jadi atau diterimanya |Pelaksana
adanya Permintaan Informasi Publik;b) Pada saat adanya w masuk dalamyang  |permohonan
Permintaan Informasi Publik; atau c) Pada saat — dikecualikan, b. informasi
penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah { Dasar Hukum : 1.UU
Majelis Komisioner. KIP No.14 Tahun
2008, 2. Peraturan

l Perundang-undangan
PPID Pelaksana melakukan kajian atas informasi/dokumen Hasil Kajian 3 hari kerja Hasil Kajian
yang tidak termasuk dalam daftar informasi publik dalam WV konsekuensi PPID konsekuensi PPID
bentuk usulan daftar informasiyang dikecualikan dan 4 Pelaksana Pelaksana
disampaikan ke PPID | —
PPID menerima dan memvalidasi hasil kajian informasi dan Hasil Kajian 10 (sepuluh) hari Berita Acara Hasil Uji
dokumen yang dikecualikan oleh PPID Pelaksana. L konsekuensiPPID  |kerja setelah Hasil  |KonsekuensiPPID
Kemudian hasil validasi tersebut disampaikan dan Pelaksana kajian konsekuensi

dikonsultasikan dengan Tim Pertimbangan dan membuat
Berita Acara Hasil Uji Konsekuensi

dari PPID Pelaksana

Tim Pertimbangan memberikan pertimbangan atas
informasi/dokumen dimaksud berdasarkan Objek dan sifat
rahasia berdasarkan UU, Peraturan Perundang-Undangan,
kepatutan dan kepentingan umum, kemudian melaporkan
hasil uji konsekuensike PPID atas status
informasi/dokumenyang diminta pemohon informasi,
apakah termasuk rahasia atau terbuka.

Dasar hukum: UU
KIP 14 Tahun 2008
dan PKPU 22 Tahun
2023

1 (satu) hari

Hasil Pertimbangan




PPID membuat surat pengesahan tentang
informasi/dokumen publik yang dikecualikan kepada Atasan

Blanko surat
pengesahan atau

120 menit

Surat pengesahan
beserta lampiran-

pemohon

PPID atau membuat surat jawaban terhadap permohonan w surat jawaban lampiran atau surat
informasi publik 1. Jika informasi tersebut merupakan 5 jawaban atas
informasi yang dikecualikan dibuatkan surat pengesahan permohonan
Daftar informasi yang dikecualikan dan langsung L informasi
disampaikan kepada Atasan PPID, 2. Jika informasi
tersebut bukan informasi yang dikecualikan maka dapat M ‘‘‘‘ e M &
langsung diberikan kepada pemohon informasi (langkah 7) ! ‘1 7
Atasan PPID menandatanganisurat pengesahan daftar Surat pengesahan |60 menit Surat pengesahan
informasi/dokumenyang dikecualikan beserta lampiran- yang telah
lampiran atau surat ditandatanganiyang
\ jawaban atas berisi daftar informasi
: i permohonan yang dikecualikan
M informasi

PPID menetapkan Daftar informasi yang dikecualikan Surat pengesahan  |120 menit Surat Keputusan
dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Padang yang telah tentang daftar
Pariaman 4 ditandatanganiyang informai yang

M berisi daftar informasi dikecualikan

. yang dikecualikan,
draft surat keputusan

PPID menyiapkan dan menyerahkan informasi yang diminta Salinan informasi 60 menit Berita Acara Serah
pemohon informasi dengan Berita Acara Serah Terima yang diminta Terima




